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Analisis Pencapaian Sasaran 5 Tahun 2019
Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Tahun 2018 Tahun 2019

Indikator Kinerja Satuan
l l

1 AngkaKemiskinan 383 338 111.75

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sis
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan dibawah garis kemiskinan.

e GarisKemiskinan

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan
yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan
diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dil)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,
pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis
komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul
Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

GK = GKM + GKNM

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan
Teknik penghitungan GKM

e Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen
penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini
didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya
yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

e Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar
makanan yang riil dikonsums penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100
kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978.
Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga
rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) adalah :
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Dimana:

GKMj = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokal ori).

Pik =Hargakomoditi k di daerahj.

Qjk = Ratarata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

Vjk = Nilal pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

] = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga
implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga.:

Dimana:

Kjk = Kalori dari komoditi k di daerah |

HK] = Hargarata-rata kalori di daerah |

Dimana:

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100
kilokalori/kapita/hari.

e Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari
komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan
kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan
penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada
periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan.
Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok
(47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-
makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengel uaran komoditi/sub-kelompok tersebut
terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul
konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi K ebutuhan Dasar 2004 (SPKKP
2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi
non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum
non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

Dimana

NFp = Pengeluaran minimun non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

Vi = Nila pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

I = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

e Persentase Penduduk Miskin

Konsep :
Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data:
Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul
Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana:
?=0
Z = garis kemiskinan.
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yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3,
Q) yi<z

g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n =jumlah penduduk.

¢ |ndeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,
semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :
Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul
Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana:

?=1

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3,
e Q),yi<z

g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n =jumlah penduduk.

¢ Indeks K eparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :
Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul
Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana:

?=2

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3,
Q) yi<z

g = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n =jumlah penduduk.

Kota Bandung padatanggal 29 Desember 2017 telah melaunching Universal Health Coverage (UHC)
dimana jumlah penduduk Kota Bandung sudah 95 % terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dengan mendaftarkan 123.000 Jiwa penduduk Kota Bandung Ke BPJS K esehatan. Jumlah ini akan berubah
sesual dengan jumlah penduduk terbaru. Adapun untuk mengakomodir penduduk Kota Bandung yang
belum mempunyai Jaminan Kesehatan dan dalam kondisi gawat darurat / sakit, pemerintah Kota Bandung
masih menganggarkan untuk pendaftaran peserta JKN langsung aktif melalui pendaftaran online di
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Puskesmas atau Rumah Sakit, Kegiatan tersebut Premi asuransinya dibayarkan oleh Pemerintah Kota
Bandung.

Bagi Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosial (PMK'S) dan masyarakat miskin yang belum terdaftar
dalam program Universal Health Coverage dikarenakan baru terdaftar sebagai penduduk K ota Bandung di
tahun berjalan atau dikarenakan proses pendaftaran online tidak bisa dilaksanakan karena hari libur maka
dijaminkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota
Nomor 1171 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwal 316 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Jaminan
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di Luar Basis Data Penerima
Bantuan luran Jaminan K esehatan K ota Bandung, berupa pengajuan klaim Rumah Sakit dengan
menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Rekomendasi Dinsosnangkis sebagai PMK'S,
yang pada Tahun 2020 mengalami perubahan nomenklatur belanja yang semula Belanja Langsung menjadi
Belanja Tidak Langsung, semula Anggarannya ada di DPA Dinas K esehatan bergeser ke DPA BPKA

dengan status Bantuan Sosial.
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